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ABSTRAK : o

CATATAN :

bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna
meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu melakukan penyesuaian
sistem kerja antara Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional dan
Pejabat Pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan
Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi, Instansi Pemerintah melakukan pengaturan penyesuaian
sistem kerja;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022;
Menerangkan tentang Mekanisme Kerja, Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 28 Oktober 2024;



